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ABSTRAK

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self Assesment
yang digunakan untuk menunjukkan proses pemungutan atau pemenuhan
kewajiban pajak. Ekualisasi dilakukan untuk memudahkan otoritas pajak dalam
mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses ekualisasi PPh
Pasal 21 dan biaya gaji serta menemukan faktor penyebab jika adanya perbedaan
antara biaya gaji dan SPT Masa PPh Pasal 21 dalam tahun pajak 2017-2021.
Penelitian ini dilakukan karena diterimanya SP2DK tahun pajak 2017 yang
menjelaskan adanya perbedaan biaya gaji antara SPT Tahunan PPh Badan dan SPT
Tahunan PPh Pasal 21. Kurangnya ketelitian dan pengawasan perusahaan dapat
menimbulkan perbedaan pelaporan. Sehingga perbedaan tersebut menjadi objek
pada penelitian ini yaitu biaya gaji pada SPT Masa PPh Pasal 21 dan laporan
keuangan tahun 2017-2021. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif
komparatif dengan pendekatan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu untuk mencapai titik keseimbangan antara
biaya gaji dan PPh Pasal 21, faktor perbedaan disebabkan karena terdapat SPT
Masa PPh Pasal 21 yang belum dilaporkan pada masa pajak Oktober 2017 sebesar
Rp142.988.706,00. Kemudian kesalahan pencatatan jaminan BPJS Ketenagakerjaan
kepada pegawai tetap CV Kalibata Motor, biaya gaji dan tunjangan pada laporan
laba rugi sebesar Rp1.082.528.556,00 dan penghasilan bruto pegawai tetap pada
SPT Masa PPh Pasal 21 sebesar Rp1.060.837.206,00. Perbedaan tersebut perlu
dilakukan ekualisasi sebesar Rp21.691.350,00 untuk tahun 2021.

Kata Kunci: Ekualisasi PPh Pasal 21, biaya gaji, laporan laba rugi, SP2DK
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ABSTRACT

The tax collection system that applies in Indonesia is Self Assessment which
is used to show the process of collecting or fulfilling tax obligations. Equalization
is done to facilitate the tax authorities in knowing the level of compliance of tax
payers.

The purpose of this research is to find out the process of equalizing PPh
Article 21 and salary costs and to find the causal factors if there is a difference
between salary costs and SPT Masa PPh Article 21 in the 2017-2021 tax year. This
research was conducted because of the receipt of SP2DK for the 2017 tax year
which explains the difference in salary costs between the Annual Corporate Income
Tax Return and Article 21 Annual Income Tax Return. Lack of thoroughness and
company oversight can lead to discrepancies in reporting. The that difference
becomes the object of this research, namely the salary cost on the Article 21 Income
Tax Return and the 2017-2021 financial report. The research method used is
comparative descriptive with a qualitative analysis approach.

The results of this study are to achieve a balance point between salary costs
and Article 21 Income Tax, the difference factor is due to the fact that there is an
Article 21 Income Tax Return that has not been reported in the October 2017 tax
period amounted to Rp142,988,706,00. Then the error in recording the BPJS
Employment Guarantee to permanent employees of CV Kalibata Motor, the cost of
salaries and allowances in the income statement is Rp.1,082,528,556,00 and the
gross income of permanent employees on the SPT Period of PPh Article 21 is
Rp.1,060,837,206,00. That difference needs to be equalized in the amount of
Rp21,691,350,00 for 2021.

Keywords: Art 21 Income Tax Equalization, salary costs, income statement,
SP2DK
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, selain sektor migas dan ekspor non migas, pajak
merupakan penerimaan paling utama yang memiliki pengaruh bagi pemerintah
di Indonesia. Karena pajak memegang peranan paling utama bagi pemerintah
sebagai penerimaan negara, pajak selain dipergunakan untuk mendanai
kegiatan pemerintah, tetapi juga untuk meningkatkan kegiatan masyarakat.
(Hartono,2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan
Negara disebutkan bahwa pendapatan negara merupakan seluruh pendapatan
yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan dari bukan pajak serta
penerimaan imbalan dari dalam maupun luar negeri. Sumber penerimaan
negara terbesar berasal dari sektor perpajakan seperti Pajak Penghasilan Orang
Pribadi (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Perdagangan
Internasional dan Pajak Ekspor serta bea masuk dan cukai. Peningkatan
penerimaan pajak Indonesia berdampak positif bagi pembangunan negara,
sehingga pajak di Indonesia dengan semaksimal mungkin dipungut sebesar-
besarnya oleh pemerintah.

Hal ini didukung pandangan Sumarsan (2015) yang menyatakan bahwa
keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh penerimaan pajak.

Berbicara mengenai pembangunan, tidak terlepas dari sumber pendanaan yang



digunakan. Mewujudkan tujuan yang dimaksud dalam penerimaan negara
khususnya pajak, pemerintah terus berupaya untuk merealisasikan dengan
instrumen berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap
tahunnya, maka pemerintah selalu ingin menggali potensi sumber penerimaan
bagi pemerintah, termasuk penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak serta
penerimaan sumbangan. Menurut Mardiasmo (2018) yang mengacu dari
Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa decade
terakhir, pajak berperan sebagai kontributor terbesar pendapatan negara yang
dipergunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kepentingan negara. Pajak
diberlakukan atau diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah memiliki
penghasilan dan terdata sebagai Wajib Pajak yang sudah memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun, yang sebenarnya masih banyak
masyarakat yang belum mengerti terkait sistem perpajakan yang saat ini
berlaku, khususnya di Indonesia.

Sistem pemungutan perpajakan yang saat ini berlaku di Indonesia
adalah self assesment yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana proses
pemungutan atau pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan. Penerapan self
assesment system telah digunakan pada pemotongan PPh dan pemungutan
PPN. Pada dasarnya sistem self assessment merupakan mekanisme kepatuhan
pajak yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan,
pembayaran, dan pelaporan pajak secara teratur. Penetapan jumlah yang harus
dibayar diyakinkan kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT)

yang disampaikan secara langsung, online, atau melalui media lain.



SPT terdiri atas SPT Tahunan untuk satu tahun pajak dan SPT Masa
untuk satu masa pajak. Wajib Pajak yang melakukan pembukuan wajib
mencantumkan laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan neraca pada
saat melakukan pelaporan SPT tahunannya. Namun, dalam pemenuhan
kewajiban perpajakan, otoritas pajak hanya berpedoman pada SPT. Laporan
keuangan yang dilampirkan hanya sebagai dokumen pendukung. Walaupun
demikian, tidak menutup kemungkinan, otoritas pajak melakukan pemeriksaan
terkait kewajiban pajak yang dijalankan oleh Wajib Pajak.

Sistem perpajakan self assessment bisa dengan benar dilaksanakan jika
Wajib Pajak patuh dan didukung oleh dukungan optimal dari petugas pajak.
Fiskus juga dapat melakukan proses pemeriksaan kepatuhan pajak terhadap
Wajib Pajak, selain melakukan proses pengawasan. Kepatuhan terhadap sistem
self assessment, Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban
pajaknya diperiksa dengan melakukan pemeriksaan pajak. Resiko dari
pelaksanaan sistem self assesment dalam perpajakan di Indonesia adalah
dilakukannya pemeriksaan pajak oleh fiskus atau aparat pajak. Pemeriksaan
pajak yang digunakan oleh aparat perpajakan yaitu dengan menggunakan
teknik ekualisasi pajak.

Ekualisasi disebut dengan pemeriksaan titik keseimbangan satu jenis
objek pajak dengan jenis objek pajak lainnya yang saling memiliki keterkaitan,
tetapi memiliki prinsip yang berbeda. Ekualisasi dilakukan untuk memudahkan
otoritas pajak dalam mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Oleh sebab

itu, agar tidak menimbulkan indikasi maka menjadi suatu kewajiban bagi



Wajib Pajak untuk mengerti proses ekualisasi dengan benar. Ketika himbauan
ini tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak maka otoritas pajak dapat melakukan
pemeriksaan terkait himbauan tersebut. Hal ini dapat dijadikan sebagai suatu
tindakan antisipatif terhadap himbauan ekualisasi dari Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar. Sehubungan dengan hal tersebut, Wajib
Pajak disarankan dapat menyiapkan terlebih dahulu sebelum terbit himbauan
dari otoritas pajak. Sehingga ketika dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak dapat
memberikan bukti yang akurat. Hal inilah yang membuat ekualisasi penting
dilakukan oleh Wajib Pajak sebelum melaporkan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka ekualisasi dapat dilakukan
sebagai implementasi dari perencanaan pajak. Dengan adanya ekualisasi
perusahaan dapat mengetahui dengan jelas transaksi-transaksi yang menjadi
sasaran objek pajak serta untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan
telah dipenuhi. Namun melihat praktiknya di lapangan, tidak semua perusahaan
ataupun Wajib Pajak menerapkan ekualisasi sebelum melakukan pelaporan
Surat Pemberitahuan (SPT). Hal ini terjadi pada salah satu perusahaan yaitu
CV Kalibata Motor, sehingga CV Kalibata Motor memperoleh Surat
Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dari Kantor
Pelayanan Pajak Ende yang merupakan tempat Wajib Pajak terdaftar. SP2DK
tersebut menjelaskan bahwa pada SPT PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Pasal
21 yang dilaporkan CV Kalibata Motor terdapat perbedaan.

CV Kalibata Motor merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi di

bidang barang dan jasa motor yaitu dealer motor yang berlokasi di Nusa



Tenggara Timur. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, perusahaan ini sudah
ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sehingga memiliki
kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21. CV
Kalibata Motor menggunakan self assesment system yang tetap ada
kemungkinan akan terjadi kesalahan. Sehingga penyebab adanya kesalahan
yang terjadi tersebut dapat mengakibatkan terbitnya Surat Permintaan
Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada tanggal 19 Januari
2022 oleh Kantor Pelayanan Pajak Ende untuk tahun pajak 2017. Diterimanya
SP2DK tersebut oleh CV Kalibata Motor yang meminta penjelasan atas
kewajiban perpajakan yang diindikasi terjadi kesalahan. Kesalahan pelaporan
pada perusahaan ini, yaitu dengan ditemukan adanya perbedaan sebesar
Rp94.571.706,00 antara biaya gaji yang dibayarkan oleh perusahaan dalam
SPT PPh Badan sebesar Rp1.534.981.234,00 dan total penghasilan bruto dalam
SPT Tahunan PPh Pasal 21 sebesar Rp1.440.409.528,00 dalam tahun pajak
2017.

Terkait hal tersebut, maka dilakukannya analisis terkait pemeriksaan
titik keseimbangan (ekualisasi) antara biaya gaji dan tunjangan yang
dilaporkan pada SPT PPh Badan dan penghasilan bruto menurut SPT Tahunan
PPh Pasal 21 dari tahun pajak 2017 sampai tahun pajak 2021 dalam pemenuhan
kewajiban perpajakan CV Kalibata Motor sebagai Wajib Pajak. Ekualisasi ini
perlu dilakukan sebagai salah satu bentuk persiapan dari perusahaan apabila

dilakukan pemeriksaan pajak oleh fiskus.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dipaparkan, adapun
rumusan masalah yang dibahas pada penelitian saat ini, sebagai berikut:
1. Bagaimana proses ekualisasi PPh Pasal 21 dan biaya gaji pada laporan
keuangan perusahaan CV Kalibata Motor dalam tahun pajak 2017-2021?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan jika adanya perbedaan antara
penghasilan bruto SPT Masa PPh Pasal 21 dan biaya gaji menurut laporan

keuangan perusahaan CV Kalibata Motor dalam tahun pajak 2017-2021?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya penyimpangan topik yang dibahas pada
penelitian ini, maka ditetapkan beberapa batasan masalah yang menjadi fokus
penelitian, yaitu khususnya terfokus pada proses ekualisasi antara PPh Pasal
21 dan biaya gaji pada laporan keuangan perusahaan tahun pajak 2017-2021.
Dengan menggunakan data biaya gaji yang diperoleh dari laporan keuangan
perusahaan khususnya pada laporan laba rugi komersial perusahaan, SPT Masa
PPh Pasal 21, dan SPT PPh Badan tahun pajak 2017-2021 untuk melakukan
ekualisasi pajak. Data tersebut digunakan untuk membandingkan dan
melakukan analisis untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya perbedaan yang
ditemukan antara SPT PPh Pasal 21 dan biaya gaji. Serta mengetahui letak
perbedaan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya perbedaan di tahun

pajak 2017 sampai tahun pajak 2021 tersebut.



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian yang dilakukan mengacu pada rumusan
masalah di atas, sebagai berikut:

a. Mengetahui proses ekualisasi PPh Pasal 21 dan biaya gaji pada
laporan keuangan perusahaan CV Kalibata Motor dalam tahun pajak
2017-2021.

b. Menemukan faktor-faktor yang menyebabkan jika adanya perbedaan
antara penghasilan bruto SPT Masa PPh Pasal 21 dan biaya gaji
menurut laporan keuangan perusahaan CV Kalibata Motor dalam
tahun pajak 2017-2021.

Manfaat Penelitian

Adapun hal yang dapat dijadikan manfaat dari penelitian yang
dilakukan, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis
1) Dapat dijadikan informasi dan referensi untuk penelitian

selanjutnya.

2) Dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian-penelitian
yang akan dilakukan selanjutnya mengenai akuntansi perpajakan,
yang khususnya mengenai proses ekualisasi PPh Pasal 21 dan
biaya gaji sebelum melaporkan pajak sebagai pemenuhan

kewajiban perpajakan.



b.

Manfaat Praktis

1)

2)

Manfaat bagi Peneliti

a) Menambah pengetahuan dan pemahaman tentang undang-
undang perpajakan atas penelitian yang diangkat khususnya
pada Pajak Penghasilan Pasal 21.

b) Menambah informasi dan pengetahuan yang bermanfaat
khususnya tentang proses ekualisasi pajak.

Manfaat bagi Perusahaan

a) Memberikan kontribusi ide dalam hal identifikasi dan dalam
hal ekualisasi pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan biaya
gaji pada laporan keuangan perusahaan.

b) Dapat membantu perusahaan dalam membandingkan
perbedaan antara Surat Pemberitahuan (SPT) PPh 21 yang
dilapor dengan biaya gaji yang dibayarkan oleh perusahaan.

c) Dapat menambah wawasan bagi perusahaan yang memiliki

permasalahan yang sejenis dengan penelitian ini.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan pada penelitian ini, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Dari hasil ekualisasi PPh Pasal 21 dan biaya gaji tahun 2017, tidak terdapat
perbedaan antara objek PPh Pasal 21 pada laporan laba rugi dan SPT Masa
PPh Pasal 21. Namun CV Kalibata Motor menerima SP2DK untuk tahun
pajak 2017 yang menjelaskan bahwa ditemukannya perbedaan biaya gaji
antara SPT Tahunan PPh Badan sebesar Rp1.534.981.234,00 dan SPT
Tahunan PPh Pasal 21 sebesar Rp1.440.409.528,00. Sehingga ditemukan
adanya perbedaan sebesar Rp94.571.706,00. Kemudian hasil ekualisasi
pada tahun 2018 sampai tahun 2020 tidak ditemukan adanya perbedaan.
Serta ekualisasi tahun 2021 ditemukan perbedaan yang disebabkan karena
kesalahan perhitungan jaminan BPJS pada penghasilan bruto pegawai
tetap. Perbedaan pada tahun 2021 tersebut yaitu terdapat pada biaya gaji
dan tunjangan pada laporan laba rugi sebesar Rp1.082.528.556,00 dan
penghasilan bruto pegawai tetap pada SPT Masa PPh Pasal 21 sebesar
Rp1.060.837.206,00. Sehingga terdapat perbedaan pada tahun 2021
sebesar Rp21.691.350,00.

Faktor penyebab perbedaan SP2DK tahun 2017 yaitu SPT Masa PPh Pasal
21 untuk masa Oktober 2017 belum dilaporkan. Kemudian pada tahun

2021 yang menjadi faktor penyebab perbedaan yaitu pada JHT dan JP yang
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seharusnya dibebankan kepada karyawan, namun pada perhitungannya
perusahaan mencatat jaminan JHT dan JP tersebut ke dalam akun biaya
gaji dan tunjangan pada laporan laba rugi perusahaan. Sehingga
perusahaan perlu untuk melakukan perhitungan kembali terkait akun biaya
gaji dan tunjangan untuk tahun 2021. Serta CV Kalibata Motor telah
melakukan kewajiban perpajakan khususnya terkait PPh Pasal 21 sesuai

dengan Peraturan Pajak Penghasilan pada PER-16/PJ/2016.

Implikasi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan sebelum
membayar dan melaporkan pajak. Banyak Wajib Pajak yang tidak melakukan
ekualisasi sebelum pelaporan SPT, sehingga banyak terjadi kesalahan dan
ketidaksesuaian objek pajak pada laporan keuangan dengan SPT yang
dilaporkan. Ekualisasi penting dilakukan agar terhindar dari koreksi fiskal serta
sebagai persiapan Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan oleh kantor
pajak. Dengan melakukan ekualisasi, maka dapat mengetahui dengan jelas
transaksi-transaksi pada laporan keuangan yang menjadi objek pajak
khususnya PPh Pasal 21 serta untuk memastikan seluruh kewajiban perpajakan

sudah terpenuhi.

Saran
Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini, sebagai berikut:
1. Bagi Wajib Pajak sebaiknya sebelum pelaporan SPT, lebih hati-hati dan

teliti dalam mengklasifikasikan transaksi-transaksi pada laporan keuangan
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ke dalam objek pajak untuk menghindari adanya kesalahan serta
melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan SPT tepat waktu.

Bagi perusahaan CV Kalibata Motor sebaiknya selalu mengetahui,
mematuhi, dan memahami undang-undang perpajakan yang berlaku.
Selain itu penting juga bagi perusahaan untuk tetap melakukan ekualisasi
setiap bulannya agar tidak terjadi kesalahan ataupun kekeliruan, serta
berguna untuk memastikan pajak yang akan dilaporkan sudah benar. Hal
ini untuk menghindari adanya pemeriksaan dari kantor pajak dan juga

keterlambatan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21.
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